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BAB II 

AMERIKA SERIKAT SEBAGAI KEKUATAN DOMINAN DALAM 

PERCATURAN EKONOMI DUNIA 

 

Di dalam bab ini akan membahas mendalam tentang dominasi Amerika 

Serikat dalam perekonomian global. Dimulai dari kemenangan Amerika Serikat 

yang memaksanya untuk membuat sebuah tatanan dunia yang stabil pasca perang 

dengan membentuk Bretton Woods System, dimana Bretton Woods System 

kemudian menjadi titik awal terbentuknya institusi-institusi keuangan dunia seperti 

IMF, World Bank, dan WTO. Ketiga institusi tersebutnya menelurkan apa yang 

disebut dengan Washington Consensus, yang mana dianggap resep paling mujarab 

untuk mengatasi krisis yang terjadi pada saat itu. Hingga pada akhirnya Bretton 

Woods System runtuh karena tidak mampu mengatasi krisis namun malah 

menimbulkan krisis yang berkepanjangan.  

 

2.1. Posisi Amerika Serikat Dalam Bretton Woods System  

Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang memiliki andil besar 

untuk membentuk rezim internasional. Salah satunya, rezim keuangan internasional 

dimana Bretton Woods System diciptakan. Landasan awal terciptanya Bretton 

Woods System ialah banyak negara-negara yang harus menanggung biaya perang 

dan kesuliitan untuk mengkonversikan mata uangnya terhadap emas. Inilah awal 

penyebab sistem standar emas tidak lagi dapat dipakai sehingga negara-negara 

tersebut harus mencetak uang untuk menutupi biaya perang. Hal ini kemudian 
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menyebabkan inflasi besar–besaran seperti yang terjadi di Eropa. Oleh karena itu 

terciptalah sebuah inisiatif untuk tidak lagi menggunakan sistem standar emas 

ketika emas menjadi satu-satunya acuan konversi mata uang. Disinilah kemudian 

Amerika Serikat mulai menjalankan apa yang disebut dengan dollar diplomacy, 

dimana mata uang dolar menjadi mata uang utama dunia dan hampir sebagian besar 

transaksi perdagangan menggunakan mata uang dolar. 

Pada Agustus 1944, Amerika Serikat, Inggris dan 42 negara lainnya 

bertemu di Bretten Woods, sebuah desa di New Hampshire untuk membentuk 

kerangka aturan dan institusi formal menyangkut dalam hal perdagangan dan nilai 

tukar mata uang (Griffiths & O'Callaghan, 2002). Dalam pertemuan tersebut 

terdapat beberapa arsitek ekonomi yang akan merancang arsitektur Bretton Woods 

System sebagai acuan penentuan nilai tukar antara lain Harry White sebagai 

representative dari Amerika Serikat, John Maynard Keynes yang merupakan 

ekonom dari Inggris, dan 42 negara representative lainnya. Disinilah dimana 

momen dimana dominasi Amerika Serikat mengatur sistem sesuai dengan 

kepentingan nasionalnya. 

Amerika Serikat yang menjadi negara pemenang perang cenderung superior 

baik secara ekonomi, militer, dan teknologi. Hal ini berbeda dibandingakan dengan 

43 negara lainnya sehingga dalam hal ini peran Amerika Serikat sulit untuk 

diminimalisasi. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang sangat vokal dalam 

mengartikulasikn kebijakan luar negerinya terkait dengan paham ekonomi yang 

dianutnya yakni liberalisme dengan mengedepankan mobilitas modal dan 
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perdagangan bebas. Amerika Serikat sedikit demi sedikit mulai menginjeksikan 

paham liberalisasi dalam arah kebijakan yang diambil untuk membuka pasar negara 

– negara lain sehingga kelebihan modal Amerika Serikat pada saat itu dapat 

disalurkan. 

Pertemuan di Bretton Woods tersebut kemudian dinamakan International 

Monetary and Financial Conference of The United and Association Nations sebagai 

instrument untuk memulihkan ekonomi Eropa sekaligus membangun kerangka 

kerja perdagangan dan finansial dalam ranah internasional (Griffiths & 

O'Callaghan, 2002). Konferensi in juga dikenal dengan nama “one and half parties 

global conference” (Weiss & Daws, 2006). Dimana klise ini digunakan untuk 

menggambarkan dominasi Amerika Serikat dalam konferensi tersebut. Hal ini 

didasari pada peran Amerika Serikat sebagai “one party” dalam memimpin dan 

menentukan aarah kebijakan, sedangkan Inggris sebagai “half party” merupakan 

aliansi Amerika Serikat yang menyumbang beberapa gagasan yang pada akhirnya 

tetap ditentukan oleh Amerika Serikat. Konferensi ini seharusnya menjadi 

fasilitator bagi negara-negara untuk mewujudkan sebuah arsitektur moneter dan 

finansial internasional yang akan mempermudah arus modal hingga barag dan jasa. 

Namun Amerika Serikat cenderung menguasai agenda dan proses pencapaian 

keputusan dalam konferensi tersebut. Amerika Serikat menolak gagasan Keynes 

mengenai pembentukan sebuah cadangan devisa dunia yang terpusat untuk 

mendistribusikan kembali surplus perdagangan kepada negara yang mengalami 

defisit keuangan yang dikenal dengan proposal Internasional Clearing Union 

(Mikesell, 1994).  
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Bretton Woods System mengandung beberapa hal essensial yang menjadi 

landasan dan secara konsisten mempengaruhi sistem finansial global. Salah satunya 

ialah pembentukan rezim yang berhubungan dengan perdagangan, finansial, 

moneter internasional. Namun pembentukan tiga rezim ini pada akhirnya juga 

disinyalir sebagai perpanjangan tangan pengaruh Amerika Serikat dalam mencapai 

kebijakan luar negerinya. Setelah Perang Dunia banyak negara yang hancur dan 

mengalami defisit secara besar–besaran akibat beban perang. Oleh karena itu, 

negara mencari jaminan untuk sebuah perdamaian dan kemakmuran dunia melalui 

kerjasama ekonomi internasional dengan pasar dunia (world market) sebagai lahan 

yang menjamin mobilitas global, barang dan jasa dapat bergerak secara bebas dan 

diregulasi oleh institusi global yang stabil dan memiliki prediktabilitas yang tinggi 

(Peet, 2009). Melalui Bretton Woods inilah pada akhirnya terbentuk tiga institusi 

internasional yang dianggap dapat memfasilitasi kepentingan negara–negara dalam 

mencapai kesejahteraan melalui berbagai kemudahan dalam mengakses solusi 

terhadap masalah finansial perdagangan ataupun moneter. Tiga institusi tersebut 

yakni International Monetary Fund (IMF), the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD) yang menjadi embrio terbentuknya 

World Bank, dan yang terakhir ialah International Trade Organization (ITO) yang 

kemudian berkembang menjadi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

dan berevolusi menjadi World Trade Organization (WTO). Dimana IMF dan IBRD 

terbentuk secara formal ketika Konferensi Bretton Woods dilaksanakan sedangkan 

ITO menjadi organisasi pada Havannah Charter di tahu 1947 (Peet, 2009). 
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General Agreemant On Tariffs and Trade (GATT) 

GATT merupakan sebuah sistem untuk meliberalisasikan perdagangan 

yang dikembangkan oleh Bretton Woods dan menjadi eksis pada tahun 1947. 

GATT beroperasi sampai tahun 1995 yang kemudian digantikan oleh WTO. GATT 

memfokuskan perdagangan pada barang–barang, sedangkan WTO juga 

bertanggung jawab atas kenaikan perdangangan penting dalam bidang jasa.  

 

International Monetary Fund (IMF) 

IMF bertujuan untuk menyetabilkan ekonomi global serta berurusan dengan 

nilai tukar, balance of payment, aliran modal internasional, dan memantau 

kebijakan makroekonomi anggotanya (Ritzer, 2010). Seiring perubahan ekonomi 

global, fungsi IMF berubah yang mana di awal pendiriannya IMF mengatur sistem 

pertukaran yang diciptakan Bretton Woods. Saat ini IMF lebih cenderung 

memantau balance of payment negara – negara untuk menjamin keberlanjutan nilai 

tukar dalam mata uangnya. IMF juga memberikan pinjaman bagi negara khususnya 

negara berkembang yang ekonominya sedang goyah. Dana yang disediakan oleh 

IMF berbasis pada kuota dari negara anggota yang dapat menentukan batasan dalam 

peminjaman.  

 

World Bank 

World Bank (IBRD) dibentuk pada tahun 1944 di Bretton Woods dan mulai 

beroperasi pada tahjun 1946 yang mana keanggotannya terbuka bagi seluruh 

anggota IMF. World bank menyediakan dana bagi pemerintah dan juga 
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memberikan nasihat dan jasa analisis untuk negara – negara. Misi World Bank 

adalah (Ritzer, 2010); 

1. Mendorong pembangunan fasilitas produktif dan sumberdaya yang kurang 

di negara – negara berkembang 

2. Memberikan dana yang ditujukan untuk merangsang produktivitas ketika 

modal privat tidak bisa diperoleh dengan alasan tertentu. 

3. Mendorong investasi internasional untuk mempromosikan perdagangan 

internasional dan pembangunan serta keseimbangan dalam balance of 

payment. 

4. Menolong negara anggota meningkatkan produktivitas, standar hidup, dan 

kondisi buruh  

Dalam perkembangannya fokus World Bank telah meluas dari fokus 

utamanya dalam proyek infrastruktur hingga bisa menghasilkan pendapatan. Kini 

World Bank juga memberikan pinjaman dengan berbagai macam bidang tata kelola 

seperti sektor public, korupsi, dan beberapa aspek kemanusiaan serta kebijakan 

yang lebih luas. Seluruh anggota memiliki suara dalam World Bank, namun suara 

tersebut hanya bergantung pada seberapa besar dan seberapa penting perekonomian 

negara tersebut di dunia. Sejak tahun 1980 pengoperasian World Bank menjadi 

lebih kontroversional karena World Bank terlihat lebih didominasi oleh negara kaya 

dan hanya negara maju dan NGO tertentu yang memiliki suara. Kemudian World 

Bank juga terlihat lebih melayani kepentingan negara kaya dari pada negara miskin. 

Selanjutnya sebagai efek perluasan yang dilakukan, World Bank terlihat tidak lagi 
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fokus dan melanggar batas aktivitas agensi lain. Hal – hal tersebut kemudian 

melemahkan World Bank (Ritzer, 2010). 

Dalam prosedurnya, ditetapkan bahwa Bretton Wood System menerapkan 

fixed exchanged rate antar negara aggota. Fixed exchanged rate merupakan suatu 

manajemen nilai tukar asing yang kemudian dikonversikan ke dalam suatu nilai 

tukar dengan ukuran pasti dan stabil sehingga nilai jual dan beli mempunyai suatu 

parameter yang nilainya sama. Dalam fixed exchange system ditetapkan bahwa 

semua negara harus membakukan mata uangnya terhadap dolar AS (USD), 

sedangkan dolar sendiri harus dibakukan nilai tukarnya terhadap emas yakni 35 

dolar per ons emas. Negara-negara di dunia kemudian bersepakat untuk 

menetapkan dolar AS sebagai patokan nilai tukar mata uang domestiknya yang 

sekaligus meberikan pengakuan terhadap dominasi ekonomi Amerika Serikat pada 

saat itu. Dolar kemudian medapatkan nilai prestige ketika dijadikan tolak ukur 

terhadap emas dikarenakan tiga hal utama. Pertama, Amerika Serikat merupakan 

negara yang secara ekonomi tidak terkena dampak perang yang terlalu besar dimana 

hal ini dibuktikan melalui program Marshall Plan yang dilakukan Amerika Serikat 

untuk rekonstruki Eropa. Marshall Plan inilah yang pada akhirnya membuka pintu 

gerbang dana liquiditas dalam bentuk dolar masuk ke Eropa sebagai sebuah proses 

pembentukan sistem penyelesaian multilateral (Kenen, 1994). Kedua, Amerika 

Serikat merupakan negara dengan cadangan emas yang sangat besar sehingga 

bersedia untuk dijadikan patokan yang akan mengkonversikan valutanya dengan 

emas. Ketiga, alasan politik yang muncul dibalik keuntungan ekonomi dimana 

Amerika Serikat berkeinginan untuk mempromosikan nilai – nilai liberal ke seluruh 
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dunia dengan membantu negara-negara sekutu untuk segera pulih dari kondisi 

ekonomi yang hancur akibat perang untuk mendukung Amerikat Serikat dan 

mencegah meluasnya ideologi komunis yang dibawa oleh Uni Soviet pada masa 

itu.  

Diakuinya kredibiltas dolar sebagai mata uang internasional ini kemudian 

memberikan ruang gerak yang fleksibel bagi Amerika Serikat dalam memperkuat 

posisinya sebagai hegemon tidak hanya dalam moneter namun juga dalam 

memelihara kestabilam sistem finansialnya. Dengan setaranya mata uang setiap 

negara dengan dolar, Amerika Serikat tidak perlu melakukan adjustment terhadap 

anggaran negaranya. Diberikannya hak seigniorage terhadap Amerika Serikat 

dimana Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mengatasi defisit neraca 

pembayarannya dengan dolar menyebakan Amerika Serikat beruntung baik secara 

ekonomi maupun politik disamping tanggung jawab yang besar untuk menjaga 

kepercayaan pasar melalui penciptaan stabilitas dolar. 

 

2.2. Posisi Amerika Serikat Pasca Bretton Woods System  

A. Akhir dari Bretton Woods System dan Konsekuensinya 

Kehancuran sistem kurs baku yang diterapkan dalam Bretton Woods System 

dimulai ketika Amerika Serikat secara gradual mengalami penurunan ekonomi di 

samping tindakan Amerika Serikat yang kemudian secara sepihak membatalkan 

kesepakatan Bretton Woods. Pada tahun 1945 – 1949 Amerika Serikat mengalami 

surplus neraca pembayaran yang sangat besar sehingga dapat membantu negara-

negara Eropa dengan program Marshall Plan yang diberikan Amerika Serikat. 
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Namun, ketika pertumbuhan negara-negara Eropa mulai membaik dan mengalami 

surplus maka keadaan paradoks berbalik dimana Amerika Serikat kemudian 

mengalami defisit neraca pembayaran yang terus ditutupi dengan pencetakan dolar. 

Amerika Serikat terus mengalami defisit dalam neraca pembayarannya yang 

melonjak tajam mencapai 3 milyar dolar AS per tahun yang disebabkan oleh 

terjadinya lonjakan tajam arus modal yang keluar sebagai akibat meningkatnya   

investasi langsung  ke negara – negara Eropa oleh perusahaan-perusahaan Amerika 

dan juga penciptaan uang yang berlebihan oleh Amerika Serikat selama periode 

Perang Vietnam (Salvatore, 1996).  

Dengan dicetaknya dolar secara besar-besaran oleh Amerika Serikat maka 

yang terjadi ialah beredarnya dolar yang terlalu banyak di seluruh dunia dan 

memperbesar angka cadangan devisa di beberapa negara yang jika dikomparasikan 

dengan Amerika Serikat sendiri jumlah Amerika Serikat sangat jauh tertinggal. 

Ironinya, Amerika Serikat tidak dapat mendevaluasikan mata uangnya sesuai 

dengan ketentuan Bretton Woods. Oleh karena itu Amerika Serikat kemudian 

melakukan upaya-upaya lain untuk menolong keadaan ekonomi domestiknya 

supaya tidak collapse dimana salah satunya ialah menerbitkan surat utang dan juga 

obligasi Roosa (Roosa bonds) yang dibuat resmi oleh Departemen Keuangan 

Amerika Serikat. Obligasi ini merupakan obligasi jangka menengah dengan bunga 

yang cukup tinggi ditambah dengan jaminan kurs dari Amerika Serikat yang 

kemudian diharapkan dapat mendistraksi perhatian negara-negara di dunia untuk 

tidak menukarkan dolarnya kepada emas di Amerika Serikat di tengah-tengah 

penurunan kredibilitas terhadap dolar. Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka 
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Amerika Serikat tidak akan mungkin dapat memenuhi permintaan konversi dolar 

terhadap emas karena cadangan emas dan dolar tidak lagi paralel. 

Dominick Salvatore dalam bukunya International Economics mneyebutkan 

bahwa dolar yang dimiliki pihak asing pada tahun 1970 jika dibandingkan dengan 

cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika Serikat maka perbandingannya adalah 

4 : 1 sehingga jika seluruh negara menukarkan dolarnya terhadap Federal Reserve 

(Bank Sentral AS) maka tentu saja Amerika Serikat tidak akan mampu 

mencukupinya (Salvatore, 1996). Inilah kehancuran awal sistem Bretton Woods 

yang menggunakan sistem kurs baku dimana dolar sebagai penyangga utama dalam 

patokan nilai kurs ini kemudian kehilangan kredibilitasnya akibat neraca 

pembayarannya secara berangsur-angsur mengalami defisit. Masa Bretton Woods 

ini kemudian berakhir pada tanggal 15 Agustus 1971 ketika Presiden Nixon 

membatalkan konvertibilitas dolar terhadap emas dan mendevaluasi nilai dolar 

bahkan menerapkan pajak impor tambahan sebesar 10% (Giplin, 2001). Dengan 

dikeluarkannya kebijakan Nixon tersebut maka secara resmi sistem standar tukar 

emas tidak lagi berlaku dan diganti dengan standar dolar yang fleksibel melalui 

Smithsonian Agreement. 

Dominasi peran Amerika Serikat dalam perekonomian global pada masa 

Bretton Woods terlihat sangat jelas mulai dari bagaimana Amerika Serikat berperan 

besar dalam menentukan arah keputusan yang diambil, digunakannya mata uang 

dolar AS sebagai acuan nilai tukar yang setara dengan emas, hingga bagaimana 

Amerika Serikat kemudian membatalkan perjanjian Bretton Woods. Bretton Woods 
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System pada akhirnya meletakkan fondasi terhadap lahirnya tiga rezim 

internasional yakni IMF, World Bank, dan WTO. Berakhirnya Bretton Woods 

System juga merupakan awal dari pergantian sistem standar tukar emas dimana 

dolar tidak lagi konvertibel dengan emas namun masuk ke era kurs mengambang 

(floating exchange rates). Jepang kemudian mengambangkan Yen terhadap dolar 

di tahun 1973 yang kemudian disusul dengan Masyarakat Eropa yang juga 

mengikuti langkah tersebut. Runtuhnya Bretton Woods System ini pada akhirnya 

memberikan lebih banyak ruang kepada modal untuk bergerak secara bebas. Inilah 

salah satu momentum besar dalam liberalisasi perekonomian global. 

Walaupun Bretton Woods System runtuh di tahun 1971 namun ideologi 

liberalisme yang dibawa Amerika Serikat pada masa awal pembentukan Bretton 

Woods kemudian mendominasi dunia ekonomi internasional. Di tahun 1980 

pendulum ekonomi kemudian berayun ke liberalisme laissez-faire dengan 

keyakinan bahwa globalisasi ekonomi akan membawa kesejahteraan bagi semua 

pihak dengan minimalisasi peran negara yang terbatas pada pemberian fondasi 

minimal ekonomi agar pasar berfungsi secara tepat (Jackson & Sorensen, 1999). 

Liberalisme di tahun 1980 kemudian semakin berkembang dalam variasi pemikiran 

neo-liberalisme   sebagai akibat dari perkembangan globalisasi dimana peningkatan 

teknologi memungkinkan mobilitas modal, barang, dan jasa semakin fleksibel 

untuk dilakukan. Sejak keruntuhan sistem kurs tetap ala Bretton Woods pada awal 

tahun 1970an, pelonjakan luar biasa arus keuangan global menjadi perkembangan 

paling signifikan dalam perekonomian dunia yang kemudian membuat khawatir 

kalangan pengambil kebijakan dan pengamat ekonomi (Singh, 2000). Menurut 
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Kavaljit Singh (2000), pada masa Bretton Woods arus modal internasional 

dikontrol secara ketat misalnya investor Inggris tidak mungkin bisa membeli saham 

atau obligasi Amerika Serikat,   sebagian   besar   modal   asing   yang   ditanamkan   

ke  negara – negara berkembang berbentuk bantuan atau hibah pemerintah, dan 

pinjaman bank komersial atau arus investasi portofolio ke negara-negara 

berkembang sangat rendah atau hampir tidak ada kecuali untuk investasi langsung 

yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam (Singh, 2000). 

Liberalisme ekonomi kemudian semakin berkembang salah satunya melalui 

institusi internasional yang dibentuk pada masa Bretton Woods terutama melalui 

IMF. Berdasarkan paparan sebelumnya, IMF pertama kali dibentuk di tahun 1945 

melalui salah satu perjanjian dalam Bretton Woods dan mulai aktif beroperasi di 

tahun 1947. Menurut Eric Hobsbawm (1994), institusi yang lahir dari Bretton 

Woods secara de facto merupakan subordinat dari kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana institusi – institusi yang lahir di bawah 

payung Bretton Woods kemudian merefleksikan arah kepentingan Amerika Serikat 

dalam tatanan ekonomi internasional dan bagaimana Amerika Serikat dapat masuk 

ke dalam sistem finansial domestic negara-negara melalui kehadiran IMF (Peet, 

2009). 
 

Sistem voting yang tidak berdasarkan one vote one country namun 

persentase suara berdasarkan iuran yang dibayarkan ke IMF menjadi salah satu 

alasan mengapa Amerika Serikat dapat memengaruhi kebijakan yang diambil oleh 

IMF pada saat itu. Oleh karena itu, walaupun Amerika Serikat gagal untuk 

mempertahankan sistem Bretton Woods dan mundurnya ekonomi Amerika Serikat 

di awal tahun 70an pada akhirnya tidak menyebabkan Amerika Serikat serta merta 
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mundur dalam konstelasi perekonomian global. 

Tabel 2.1 

Jumlah iuran yang dibayarkan ke IMF berdasarkan kesepakatan 

international tahun 1945 (dalam juta dolar AS) 

 
County Subscription County Subscription 

Australia 200 India 400 

Belgium 225 Iran 25 

Bolivia   10 Iraq 8 

Brazil 150 Liberia 0.5 

Canada 300 Luxembourg 10 

Chile   50 Mexico 90 

China 550 The Netherlands 275 

Colombia   50 New Zealand 50 

Costa Rica     5 Nicaragua 2 

Cuba   50 Norway 50 

Czechoslovakia 125 Panama 0.5 

Denmark*  Paraguay 2 

Dominican Republic     5 Peru 25 

Ecuador     5 Philippines 25 

Egypt   45 Poland 125 

El Salvador   25 Union of South Africa 100 

Ethiopia     6 United Kingdom 1300 

France 450 United States 2750 

Greece   40 Uruguay 15 

Guatemala     5 USSR 1200 

Haiti     5 Venezuela 15 

Honduras   25 Yugoslavia 60 

Iceland 100   
Sumber: USA Departement of State, International Monetary Fund, Final Act Text dalam Richard 

Peet, Unholy Trinity 

 

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa dominasi Amerika Serikat 

yang kuat dalam IMF didukung oleh sistem voting yang tidak berdasarkan one vote 

one country namun berdasarkan jumlah iuaran yang dibayarkan ke IMF. Jumlah 

dana yang diabayarkan Amerika Serikat ke IMF dari total 44 anggota yang pertama 

kali menjadi anggota Bretton Woods ialah 2,750 juta dolar AS yang merupakan 

total terbesar jika dikomparasikan dengan keseluruhan anggota. Inilah yang 

kemudian memberikan previlege kepada Amerika Serikat sebagai negara dengan 
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sumbang terbesar ke IMF dengan 17% dari total vote (Peet, 2009). Oleh karena itu 

walaupun ditahun 1971 Amerika Serikat mengalami penurunan ekonomi namun 

“jangkar” Amerika Serikat yang diletakkan dalam IMF masih kokoh untuk 

membuka peluang ekonomi bagi Amerika Serikat melalui proses liberalisasi 

ekonomi yang ditularkan melalui prinsip-prinsip liberalism yang menjadi spirit 

dalam IMF.  

Setelah Bretton Woods berakhir banyak negara yang kemudian mengalami 

krisis misalnya Meksiko dan negara – negara di Amerika Latin yang pada akhirnya 

harus meminta bantuan kepada IMF untuk memberikan pinjaman sebagai langkah 

kuratif menolong perekonomian nasional dari pailit. Namun, masuknya IMF ke 

negara-negara berkembang sekaligus menginjeksikan paham liberalisasi melalui 

prinsip Washington Consensus yang menerapkan tiga pilar utama dalam 

agendanya yakni disiplin anggaran dan penghapusan subsidi; liberalisasi baik 

dalam finansial, industri, dan perdagangan; serta melakukan privatisasi. 

Washington Consensus dirumuskan oleh ekonom John Williamson, yang didorong 

para penganut pemikiran ekonomi neoklasik untuk meringkas senarai kebijakan 

Bank Dunia, IMF, dan pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi krisis 

finansial di negara-negara Amerika Latin sejak pertengahan tahun 1980an. 

Konsensus ini lalu diadopsi untuk mendorong proses reformasi ekonomi di bekas 

negara-negara Amerika Serikat dan Eropa Timur pasca keruntuha rezim komunis. 

Washington Consensus menjadi “sukma‟ bagi mazhab neoliberalisme, yang 

mencakup 10 butir economic policy prescriptions, yaitu (1) fiscal discipline, (2) 

public expenditure   properties, (3) tax reform, (4) financial liberalization, (5) 
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exchange rates, (6) trade liberalization, (7) foreign direct investment, (8) 

privatization, (9) deregulation, dan (10) property rights (Drazen, 2000). Melalui 

Washington Consensus inilah pada akhirnya prinsip – prinsip liberalisme semakin 

berkembang terutama melalui Structural Adjustment Program (SAP) yang 

diajukan oleh IMF untuk merekonstruksi perekonomian suatu negara dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip liberalisme dalam perekonomiannya. 

Melalui prinsip – prinsip dalam Washington Consensus, paham neo-liberalisme 

kemudian semakin berkembang terutama sejak dua pemimpin dunia Reagan (AS) 

dan Thatcher (Inggris) menjadi salah satu pionir neo-liberalisme. Sejak masa 

pemerintahan Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Reagan, Amerika Serikat 

kemudian mendorong neo-liberalisme untuk dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia 

melalui stabilisasi dana pinjaman (stabilization loans), SAP, dan program 

reformasi neoliberal lainnya di tahun 1980an dan 1990an. 

Negara yang dilanda krisis kemudian melihat IMF sebagai salah satu 

alternatif ekspres dalam menolong perekonomian nasional. Ironinya, dengan 

mengundang IMF sebagai dokter dalam penyakit finansial yang dialami maka 

negara harus menerima resep yang diberikan IMF sebagai jaminan untuk sembuh. 

Dimana salah satunya ialah dengan meliberalisasi perekonomian global. Melalui 

liberalisasi inilah pergerakan arus modal kemudian cenderung meningkat ke 

negara–negara dunia ketiga. Hal ini juga dipelopori oleh pasar-pasar valuta asing 

pada akhir tahun 1970an yang menyebabkan liberalisasi aliran modal semakin 

berkembang dan segera diikuti dengan liberalisasi pasar obligasi pada tahun 1980an 

dan pasar ekuitas pada tahun 1990an ditambah peningkatan institusionalisasi 



37 
 

tabungan di negara-negara maju juga menambah jumlah investor yang mau dan 

mampu berinvestasi di pasar keuangan global (Peet, 2009).
 
Perjalanan historis 

inilah yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pereknomian global di abad 

20 yang semakin membuka peluang bagi sistem kapitalisme untuk memperluas 

pengaruhnya melalui investasi global yang dilakukan oleh para pemilik modal. 

 

B. Krisis Global Tahun 2008 

Amerika Serikat dilanda krisis yang dimulai pada tahun 2006, krisis 

tersebut dipicu oleh hancurnya pasar perumahan Amerika Serikat atau disebut 

dengan Subprime Mortgage, adalah kredit perumahan berbunga tinggi yang 

mempunyai risiko tinggi akibat rendahnya aset dari peminjam rumah. Subprime 

mortgage merupakan kredit perumahan yang skema pinjamannya telah 

dimodifikasi sehingga mempermudah kepemilikan rumah oleh orang yang 

penghasilan sebenarnya tidak layak mendapat kredit. Tingkat bunga Federal 

Reserve Bank (the Fed), sepanjang tahun 2002-2004, yang hanya sekitar 1-1,75 

persen, membuat bisnis perumahan ini berkibar-kibar. Tingginya bunga pinjaman 

subprime mortgage pada saat bunga deposito rendah menarik investor kelas kakap 

dunia membeli surat hutang yang diterbitkan perusahaan subprime mortgage 

(Hermawan, 2008). 
 
Mortgage tidak lain adalah hipotek atau kredit rumah dengan 

agunan. Kata mortgage berasal dari istilah hukum bahasa Perancis, yang berarti 

matinya sebuah ikrar. 

Sementara itu, subprime merupakan gabungan dua kata untuk 

menunjukkan klasifikasi penerima kredit perumahan rakyat (KPR), yaitu Sub dan 
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Preme. Subprime adalah di bawah standar atau tidak layak menerima kredit, 

sementara Preme adalah orang yang layak atau biasa dipakai istilah Alt-A. 

Subprime mortgage kemudian dikenal sebagai skema kredit berisiko tinggi. Ia 

kerap dipakai untuk mewakili situasi krisis kredit macet rumah. Berisiko tinggi 

karena memang sejak awal diberikan kepada orang yang tidak layak menerima, 

bisa karena suku bunga kredit yang ditetapkan tinggi sebagai ongkos risiko 

ketidaklayakan   dan   ditambah   kesengajaan   mengabaikan   dokumen penerima 

kredit.
 
Tingginya risiko akibat rendahnya aset peminjam kredit itu    kemudian 

dikompensasi lewat sekuritisasi (securitization). Hal itu merupakan upaya 

lembaga keuangan, termasuk hedge fund, yang mencari laba dengan 

menggabungkan surat-surat berharga, seperti surat hutang rumah subprime, 

dengan surat berharga yang rating-nya lebih tinggi. Lembaga keuangan dan hedge 

fund itu  merestrukturisasi  hutang  dengan  “mencampur‟  pinjaman  yang lancer 

(prime loan) dan pinjaman yang kurang lancar (subprime) (Hermawan, 2008). 

Gejala sekuritisasi ini di Amerika Serikat berkembang sangat cepat karena 

ia memberi kesan “aman‟ lantaran sejumlah hedge fund mengelola dana itu 

berdasar model matematika. Mereka dikenal sebagai quant fund yang mengelola 

aktivitas sekuritisasi, yang ikut memperluas pasar produk sekuritisasi hingga 

mencapai hampir 2 triliun dolar AS di sektor kredit. Total yang harus dibayar oleh 

kelompok peminjam subprime adalah pokok pinjaman ditambah 9 persen bunga 

(1996) hingga 20 persen (2006). Para peminjam dari kategori “sub‟ itu optimis 

mampu melunasi pokok pinjaman ditambah bunga tersebut pada tanggal jatuh 

tempo berikutnya. Istilah subprime yang juga dikenal sebagai B-paper, near- 
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prime, atau second chance lending adalah praktik pengucuran kredit kepada pihak 

yang dinilai tidak memenuhi syarat. Di sinilah terjadi “praktik nakal‟ dari pemberi 

pinjaman. Artinya, lender sadar konsumen bakal mengalami gagal bayar, sehingga 

rumah yang menjadi agunan bakal disita dan dieksekusi. Harapannya adalah tentu 

saja aset itu akan dijual kembali, sehingga lender menangguk keuntungan dua kali 

lipat. 

Tidak disangka, subprime mortgage di Amerika Serikat melonjak pesat 

hingga mencapai 22 persen dari total KPR. Pada tahun 2002-2005, permintaan 

sektor perumahan cukup tinggi yang didukung suku bunga KPR dan apresiasi 

harga rumah   yang rendah.   Kondisi   ini   menyebabkan   penyalur KPR 

berbondong-bondong masuk ke pasar ini untuk menawarkan jasanya yang 

bervariasi dan aturan pemberian kredit dilonggarakan (Hermawan, 2008).
 
Puncak 

krisis KPR terjadi pada 2003 dan mulai surut setelah harga minyak dunia mulai 

membumbung tinggi pada 2004. Semua bermula ketika Presiden Bush yang 

membalas serangan teroris   11 September 2001 dengan melampiaskannya kepada 

Al Qaeda, yang kebetulan bermukim di Afganistan, dan merembet dengan invasi 

militer ke Irak. 

Invasi militer yang dimulai pada tahun 2003 tersebut mengganggu 

mekanisme pasar minyak dunia. Mudah ditebak kemudian, harga minyak dunia 

meledak karena pasokan berkurang, sehingga mengakibatkan tekanan inflasi di 

semua negara. Untuk menyikapinya, the Fed kembali menaikkan suku bunga 

untuk meredam inflasi. Tercatat, mulai bulan Juni 2003 hingga bulan Juni 2006, 
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suku bunga acuan di Amerika Serikat (the Fed Fund Rate/FFR), secara bertahap 

naik sebesar 425 basis poin dari 1% menjadi 5,25%. FFR sebesar 5,25% ini 

dipertahankan hingga bulan Agustus 2007. Tekanan harga minyak terus terjadi 

hingga paruh 2008 dan menyentuh level 147 dolar AS per barel. Kondisi ini 

menyebabkan laju inflasi Amerika Serikat, sebagai pengonsumsi minyak terbesar, 

mencapai empat persen di Maret 2008. Kenaikan FFR makin mencekik suku 

bunga KPR. 

Bencana mulai tampak ketika the Fed pada bulan Juni 2004 secara 

bertahap menaikkan suku bunga hingga mencapai 5,25% pada bulan Agustus 

2007. Kredit perumahan mulai bermasalah akibat banyak nasabah yang gagal 

bayar akibat naiknya suku bunga KPR. Dampaknya, banyak perusahaan penerbit 

subprime mortgage rugi besar karena nasabahnya gagal bayar dan perusahaan 

tersebut tidak mampu membayar hutang karena tidak dibayar nasabahnya, 

sehingga terjadi banyak penyitaan rumah besar-besaran. Pasar properti berubah 

menjadi seller market akibat banyak yang ingin menjual propertinya, sehingga 

harga properti turun 10%. 

Investor institusi keuangan yang membeli surat hutang subprime mortgage 

rugi besar karena surat hutangnya hanya bernilai sekitar 20%. Akibatnya, harga 

saham atau nilai aktiva bersih dari investor yang memiliki subprime mortgage juga 

jatuh  dan  membuat  investor  rugi  besar (Hermawan, 2008).
 
Pada bulan Oktober 

2007, sebanyak 16% dari total pinjaman hipotek (subprime) dengan sistem 

adjustable rate mortgages (ARM) 90 hari dianggap menunggak dan dilanjutkan 
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dengan proses penyitaan. Persentase tersebut meningkat tiga kali lipat bila 

dibandingan dengan tahun 2005. Pada bulan Januari 2008, jumlahnya meningkat 

menjadi 21%. Selama tahun 2007, hampir 1,3 juta rumah di Amerika Serikat 

termasuk dalam kategori proses penyitaan atau naik 79% bila dibandingkan 

dengan tahun 2006. Pada tanggal 22 Desember 2007, kerugian sektor perumahan 

dihitung antara 200 hingga 300 miliar dolar AS. 

Memang sangat sulit dipercaya bahwa pembiayaan kredit properti yang 

tidak hati-hati dapat menghancurkan perekonomian negara adidaya seperti 

Amerika Serikat. Ekonomi Amerika Serikat membutuhkan injeksi likuiditas 

segera. Selain tiadanya capital gain dan penerimaan cash inflow dari kupon bunga 

subprime mortgage yang default, kebutuhan dana segar juga dibutuhkan karena 

sebagian investor terus mencairkan investasinya. Parahnya, pada saat yang 

bersamaan, semua pihak butuh likuiditas, sehingga berakibat terjadinya credit 

crunch (kelangkaan likuiditas). Akibatnya, untuk menutupi kebutuhan likuiditas, 

mayoritas investor terpaksa menjual portofolionya, termasuk sahamnya secara 

besar-besaran di seluruh dunia yang mengakibatkan terhempasnya pasar modal 

dunia.  Investor panik yang ditandai dengan jatunya  indeks (Hermawan, 2008).
  

Bank of America yakin krisis ini mengakibatkan nilai kerugian di pasar modal 

global sekitar 7,7 tiliun dolar AS (Hermawan, 2008) dan merubah struktur 

keseimbangan dari pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melambatnya 

pertumbuhan investasi (Rawski, 2003).
 
Tidak hanya di Amerika Serikat, lembaga 

keuangan dunia pun turut merugi. IMF mencatat kerugian dunia akibat bisnis 

subprime mortgage ini mencapai 1 triliun dolar AS. 
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Bank-bank pun telah menghapus-bukukan asetnya lebih dari 500 miliar 

dolar AS. Tidak ada satu pun lembaga keuangan yang seketika bakal mampu 

menalangi kerugian sejumlah itu. Krisis tersebut menuntut kerjasama global 

dalam penanggulangannya. Pemerintah Amerika Serikat pun dipaksa turun tangan 

secara total guna mengatasi masalah, sehingga pasar dapat berjalan kembali. 

Amerika Serikat merogoh kocek sebesar 700 miliar dolar AS untuk digelontorkan 

ke pasar secara bertahap. Tujuannya adalah membeli  surat  hutang  subprime  

mortgage  yang bermasalah tersebut (Hermawan, 2008).
 
Krisis ekonomi  dipicu  

oleh  krisis  keuangan  sector perumahan, naiknya harga minyak, dan naiknya 

harga makanan mempengaruhi pasar dunia. Krisis pasar perumahan telah meluas 

tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di negara- negara lain. Krisis keuangan 

sektor perumahan telah mempengaruhi sektor perbankan. Hal ini terlihat dengan 

adanya bank-bank yang diserbu nasabah untuk mengambil dana mereka karena 

khawatir akan terjadi krisis perbankan. Ekonomi dan pasar Amerika Serikat yang  

besar  sangat  mempengaruhi  negara-negara  lain  di   dunia internasional.
 

Gambaran mengenai besarnya kredit yang diberikan oleh hedge fund sebagaimana 

dalam grafik di bawah ini. 
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Gambar 2.1 

Pemberian Kredit oleh Hedge Fund 

Periode 1995-2008 

Global Issuance of Bonds Backed by Mortgages (In Billions) 
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Krisis global yang sejatinya telah menenggelamkan Amerika Serikat telah 

membuktikan adanya perubahan besar di dunia. Perubahan yang kasat mata adalah 

membesarnya peluang China untuk memperkuat dominasinya atas perekonomian 

dunia. Krisis global, yang selain dipicu oleh ketidakberesan sistem keuangan 

finansial Amerika Serikat, juga dipicu oleh akibat kesalahan kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat yang cenderung boros dan mahal, seperti kebutuhan untuk 

membiayai Perang Irak. Akibatnya, Amerika Serikat menambah hutang luar 

negerinya yang menjadi beban presiden pengganti Bush. Dampak krisis pun 

semakin terlihat. Secara global, banyak pemerintahan mengucurkan dana miliaran 

dolar untuk menyelamatkan perekonomian negaranya, terutama dalam sektor 

Residential mortgages 

Commercial mortgages 

Sub-prime mortgages 

Other asset-backed securities 
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perbankan. Berdasarkan data, krisis juga telah menambah pengangguran baru 

sebanyak 20 juta orang, sehingga tingkat pengangguran dunia saat ini mencapai 

220 juta orang (Kompas, 2008). 

 

C. Implementasi Washington Consensus  

Barangkali tidak ada lembaga multilateral yang paling berpengaruh 

melebihi institusi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Kedua 

lembaga ini merupakan bentukan saat berlangsung Konferensi Bretton Woods 

seusai Perang Dunia II, dengan tujuan utama untuk merekonstruksi infrastruktur 

dunia dan membantu pembangunan negara–negara anggota. Menarik untuk 

dicermati bahwa kedua lembaga ini juga memiliki fungsi lain yang penting, yakni 

menghadang pengaruh negara–negara sosialis dalam memperluas ide dan sistem 

ekonominya, terutama ke negara dunia ketiga (Kloby, 1997:171-172). Sehingga, 

tidaklah mengherankan bila sejak awal lembaga tersebut sangat getol untuk 

menyalurkan dana (utang luar negeri) ke negara–negara dunia ketiga dengan 

persyaratan yang cukup lunak (soft loan), yaitu bunga ringan dan tenggang 

pembayaran (gestation period) yang lama. Dengan prosedur semacam itu 

diharapkan lembaga tersebut bisa mempengaruhi negara-negara dunia ketiga untuk 

mengikuti gagasan pembangunan ekonomi yang telah mereka formulasikan. 

Dalam banyak hal tujuan penting dari kedua lembaga multilateral tersebut 

saat ini sudah tercapai, setidaknya bila dilihat dari banyaknya negara-negara 

berkembang yang sudah menjadi anggota sekaligus “pasien” mereka. Hampir 

semua negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Afrika adalah anggota–
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anggota aktif dari Bank Dunia dan IMF, yang sebagian diantaranya saat ini sedang 

menjalani proses penyembuhan dari krisis di bawah pengawasan lembaga 

multilateral tersebut. Banyaknya negara yang “sakit” justru setelah mendapatkan 

utang dari IMF dan Bank Dunia merupakan kajian yang tidak henti-hentinya 

dikerjakan selama ini, yang dalam banyak hal dipicu dari ambruknya negara-negra 

di dunia akibat cekikan utang yang mematikan pasca krisis global 2008. Temuan–

temuan tersebut sementara ini sampai pada beberapa kesimpulan, antara lain: utang 

itu disertai dengan persyaratan-persyaratan yang tidak menguntungkan bagi negara 

debitur (misalnya pembukaan pasar domestik bagi barang asing) dan banyak saran 

kebijakan yang tidak tepat sasaran. Menghadapi keadaan ini, akhirnya Bank Dunia 

dan IMF mengeluarkan paket program penyesuaian struktural (structural 

adjusment programs) untuk mereformasi ekonomi negara-negara yang dilanda 

krisis. 

Tabel 2.2 

Butir – Butir Washington Consensus 

 

1. Disiplin Kebijakan Fiskal 6.   Deregulasi 

2. Pengeluaran Publik 7.   Liberalisasi Perdagangan 

3. Reformasi Pajak 8.   Privatisasi 

4. Nilai Tukar Kompetitif 9.   Akses Terhadap Investasi Asing 

5. Jaminan Hak Milik 10. Liberalisasi Sektor Keuangan 
Sumber: Williamson, dalam Rodrik 1996:17 
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Williamson mengkompilasi kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk 

menformulasikan kebijakan reformasi ekonomi tersebut, dimana World Bank sebagai 

subyek utama, dengan sebutan Washington Consensus.  Washington Consensus ini 

didasarkan pada upaya stabilisasi ekonomi lewat jalur kebijakan penyesuaian 

struktural yang direkomendasikan oleh organisasi Bretton Woods dan pengambil  

kebijakan  ekonomi pemerintah Amerika Serikat. Washington Consensus 

menekankan kepada pembuatan kebijakan finansial dan makro ekonomi yang hati–

hati (prudent), nilai tukar mata uang  yang  kompetitif,  liberalisasi  sektor keuangan 

dan perdagangan, privatisasi, dan deregulasi (tabel 2.2). Kebijakan–kebijakan ini 

secara implisit mengajak pemerintah/negara “menahan diri” untuk tidak turut campur 

langsung dalam kegiatan ekonomi, melainkan justru lebih memfokuskan kepada 

kebijakan moneter, menjamin hak kepemilikan (property rights), dan menyiapkan 

infrastruktur pendidikan dasar. Dengan Amerika Serikat sebagai sponsor utama, 

dengan cepat paket  kebijakan  tersebut  mendapatkan sambutan  yang luas. 

Dari paket kebijakan Washington Consensus tersebut terlihat warna dominan 

perekonomian diarahkan kepada minimalitas peran negara untuk digantikan pasar. 

Kebijakan deregulasi, misalnya, ditujukan untuk memberi ruang bagi kegiatan 

ekonomi secara lebih leluasa dengan menghilangkan banyak peraturan yang justru 

ditengarai disinsentif bagi pertumbuhan investasi. Kebijakan deregulasi ini diperkuat 

dengan kebijakan liberalisasi, baik di sektor  keuangan  maupun perdagangan, 

sehingga semakin merangsang bagi pelaku  ekonomi  untuk  semakin memacu 

aktivitasnya. Sedangkan kebijakan privatisasi dan penanaman modal asing (PMA) 

memiliki peran ganda, di samping menggerus peran negara dalam perekonomian  juga  
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dimaksudkan untuk mengikis praktik sektor riil yang selama ini sangat tidak sehat, 

distortif, dan terkonsentrasi. Akhirnya, kepastian aturan tentang hak kepemilikan 

(property right) merupakan keniscayaan apabila tujuan yang diinginkan adalah 

terdapatnya kepastian berusaha bagi setiap pelaku ekonomi. 

Gambar 2.2 

Skenario Keadaan Perekonomian Versi Washington Consensus 
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